
 

ABSTRAK 

Negara Indonesia masih membutuhkan beberapa jenis ikan untuk memenuhi bahan 

baku dan bahan penolong yang tidak ditemukan di perairan wilayah negara Indonesia 

sehingga perlu melakukan impor hasil perikanan dari negara luar. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Persyaratan Perizinan Pemasukan Ikan 

Impor Ke Indonesia. Metode penelitian menggunakan yuridis-normatif dan 

menganalisis data secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku 

merupakan sumber data penelitian ini. Mekanisme persyaratan pemasukan impor 

hasil perikanan ini selain diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 74 tahun 2016 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemasukan Media Pembawa 

dan/atau Hasil Perikanan juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan 4 Nomor 

23 Tahun 2019 perubahan atas Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil 

Perikanan sedangkan pengaturan tindak pidana impor hasil perikanan diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2004 Tentang Perikanan.  
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ABSTRACT 

The Indonesian state still needs several types of fish to meet the raw materials and 

auxiliary materials that are not found in the territorial waters of the Indonesian state, 

so it is necessary to import fishery products from foreign countries. This study aims 

to determine the Mechanism of Licensing Requirements for Importing Fish Imports to 

Indonesia. The research method uses juridical-normative and analyzes the data 

qualitatively. Secondary data obtained from journals, books is the data source of this 

research. This mechanism for importing fishery products is in addition to being 

regulated in the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 

74 of 2016 concerning Quality Control and Safety of Fishery Products Entering the 

Territory of the Republic of Indonesia, Regulation of the Minister of Maritime Affairs 

and Fisheries Number 11 of 2019 concerning Importation of Carrier Media and/or or 

Fishery Products is also regulated in Minister of Trade Regulation 4 Number 23 of 

2019 amendments to Number 66 of 2018 concerning Provisions on the Import of 

Fishery Products while the regulation of criminal acts of importing fishery products 

is regulated in Law Number 45 of 2009 amendments to Law Number 31 of 2004 

About Fishery. 
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